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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

SALINAN

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota'

perlu dibentuk satuan tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum KabuPaten Muna;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


Mengingat

c.

1.

2-

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawsei

Tenggara Tahun 2025, perlu dilalukan perubahan

Satuan T\rgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intem Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna tentang Penetapan Perubahan Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembentukan

Satuan T\rgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor

I Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

I Tahun 2022 tefiang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tefiaflg Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236l. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Keqia Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 172);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun

2023 tentang Pedoman Telo:ris Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota:

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Nomor 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawsei Tenggara Tahun

2025;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembentukan

Satuan T\rgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Intem Pemerintah di Lingkungan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Muna;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEI{YELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA.

Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Perubahan Satuan Tlrgas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intem Pemerinfaft s6!a gaima na dirnaksud parta

Diktum KESATU meliputi, Drs Halisi, serta telah

ditetapkannya jabatan Kepala Sub Bagran Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan jabatan Kepala Sub

Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya

Manusia, sehingga diubah menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 6 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA.

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

MUNA

sesuai dengal aslinya
KOMISI PEMILII{AN UMUM

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukun,

S

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KAE}UPATEN MUNA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR

3 TAHUN 2025 TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN

SATUAN TUGAS

PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAIIUPATEN MUNA

SATUAN TUGAS PET{YELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

I 2 3 4

Laode Muhammad Askar
Adi Jaya, SH Ketua KPU Kab. Muna Pengarah

2 Alimudin, S.Pd Anggota KPU Kab. Muna Pengarah

3 La Ode Ngkumabusi, SH Anggota KPU Kab. Muna Pengarah

4 [.a Tasman, SP Anggota KPU Kab. Muna Pengarah

5 Wa Ode lilis Widya Ningsih, ST Anggota KPU Kab. Muna Pengarah

I

t.

I

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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NO. NAMA JABATAN
KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 2 3 4

6
ta Ode Abdul Manaf Fattah
Alam, SE

Sekretaris KPU Kab.
Muna

Penanggung
Jawab

7 Sarus, SP

Kepala Sub Bagian
Teknis Teknis

Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Ketua Satgas

8 Waode Muliati Hariki, SE
Kepala Sub Bagian

Keuangan, Umum dan
Iogistik

Koordinator

9 Sitti Amrana, S.Hut
Kepala Sub Bagian

Perencanaan Data dan
Informasi

Koordinator

Andi Arwin, SP

Kepala Sub Bagian
Partisipasi Hubungan

Masyarakat dan Sumber
Daya Manusia

Koordinator

11. Ia Ode Eti Staf Anggota
12. La. Ode Abdul Wahab, SH Staf Anggota
13. Sawaluddin, A.Md Staf Anggota
t4. La Jana Staf Anggota
15. Erah Rachman Staf Angiqota
16. Wa Ode Rahmawati Staf Anggota
18. Ali Sahidin, ST Staf Anggota
19. Bahar Arifin, ST Staf Anggota

\)NIU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA.

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

UP N MUNA
b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

E
uls

S

10.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna
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